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BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Pembabasau :skripsi ini adalah tentang pelaksanaan pelrindungan hukum bagi 
konsumen 'alam kedudukanya dalam pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) yang 
a.ml:K:Sfmrumn · i PT .. Bank Tabungan Negara .. 

_ ---.' g __ .N'Pn~a!ahM y~ng diajuk~n ~d~lab; bagaimMa bentuk dan i~i 
·aJi ran pengikata:n jual beli perumahan di PT. Tabungan Negara Medan sehingga 

, rnem'OOrikan perlindungan kepada konsumen, dan bagaimanakah pula upaya 
~{Igemmmg di d~l~m meUndungi 1\Qn~umen pernmah~n melalui penerapan 

et rntuan undang-undang perlindungan konsumen. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian 

_ @.g1m p~d~ PT. T~bungM Neg~ra MedM. 
Hasil pembahasan menjelaskan Bentuk dan isi perjanjian pengikatan jual beli 

perumahan PT. Tabungan Negara Medan dalam hal memberikan perlindungan 
kepad~ 1\Qn~umen pada d~mya dilakukan secara tertuUs, perjanjiM ter~ebut dibuat 
dalam bentuk tiga kategori pengikatan yaitu perjanjian pengikatan jual beli dan 
dibuatnya akta jual beli, kedua pengikatan tersebut dilakukan antara konsumen 
dengan pihak pengembMg, ~erta perjanjian kredit pemilikan rnmah yapg 
dilangsungkan antara konsumen dengan pihak bank. Meskipun penuangan bentuk 
dan isi perjanjian pengikatan jual beli perumahan dibuat secara tertulis tetapi pada 
da~y~ keberadaan isi perjanjian tersebut h~nya meUndungi kepentingan 
pengembang saja dan melupakan kepentingan hukum konsumen. Upaya 
pengembang di dalam melindungi konsumen perumahan dilakukan dengan 
memberikM bank garM~i pad~ 1\Qn~umen at~ re~ikQ-re~ikQ yang kelak terjadi, 
dimana resiko tersebut datangnya dari pihak pengembang. Dengan adanya bank 
garansi ini tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen dapat dialihkan kepada 
perbank~n sebagai akibat kelal~ian ~tau kegagalan pengembang dalam 
menyelesaikan proyek pembangunan rumah. Dalam memberikan perlindungan 
kepada konsumen termasuk konsumen perumahan khususnya, agar tercipta suatu 
kep~tiM hukum, hendaknya Pemerintah dapat mendirikM ~uatu lembaga yang 
memiliki wewenang untuk menampung keluhan konsumen, dan kepada lembaga ini 
juga diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan kepada produsen termasuk 
pihak pengembang pernmahM. 

[j 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




